FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM 

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG

KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS by Ghiffari Ananda Gumay, GUM
FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA 
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG 
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS  
 
SKRIPSI 
Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah 
 
Oleh : 
Ghiffari Ananda Gumay 
1541020078  
 






FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
TAHUN 2020 M/1441 H 
FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA 
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG 
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS  
 
SKRIPSI 
Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah 
 
Oleh : 




Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam 
 
 
Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag 





FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 





FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM 
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA NEGERI AGUNG 
KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS 
Oleh 
Ghiffari Ananda Gumay 
Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian 
suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang dapat dikembangkan, selain itu juga 
banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Apabila perekonomian Desa 
maju dan berkembang maka perekonomian Negara ikut maju dan berkembang. 
Pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar sehingga pemerintah 
menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah, maka banyak daerah yang 
memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama 
mengembangkan Desa. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat 
Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan perekonomian desa, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi 
BUMDes dalam upaya pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung 
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui fungsi (BUMDes) dalam pengembangan usaha 
masyarakat di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 
Tanggamus. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Alat 
yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah hasil dokumentasi, 
wawancara dan observasi. Untuk menentukan sampel, menggunakan teknik 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel 
berjumlah 7 orang yang terdiri dari pengurus BUMDes dan warga masyarakat 
pemilik usaha yang terikat dengan BUMDes Desa Negeri Agung. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pengelolaan 
BUMDes dalam  pengembangan usaha masyarakat dilakukan melalui beberapa 
upaya, yaitu membuka unit peminjaman modal usaha, melakukan penyuluhan, 
membantu memasarkan produk-produk hasil kegiatan BUMDes dan pelatihan 
kewirausahaan.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa adanya BUMDes mampu 
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang 
dimilikinya. Upaya-upaya dalam pengembangan SDM melalui BUMDes 
diberikan untuk menigkatkan kesejahteraan masyrakat serta membantu 
mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. 
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A. Penegasan Judul 
Agar pembahasan lebih terarah, maka terlebih dahulu dibuat penegasan 
judul yang menjelaskan alur dan maksud penelitian. Adapun judul skipsi 
penulis adalah : “Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam 
Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang 
Padang Kabupaten Tanggamus.” Uraiannya sebagai berikut: 
Fungsi, adalah suatu proses yang didalamnya terdapat beberapa 
komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan bertujuan untuk 
mengasilkan suatu tujuan.
1
 Adapun fungsi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indinesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang 
dilakukan. Dapat di simpulkan fungsi adalah kegunaan suatu hal atau juga daya 
guna suatu pekerjaan yang di lakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu 
tujuan tertentu. 
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah 
suatau lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan 
dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan 
professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan 
kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan 
                                                          
1
 Hamdani Yusuf, Puji Lestari, Fungsi Sosial Kebersamaan Banyumas Cycling Community 




tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa 




Jadi fungsi BUMDes yang dimaksud dalam penulisan ini adalah 
BUMDes sebagai lembaga usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa dan 
pembukaan lapangan kerja. 
 “Pengembangan” Secara Terminologi berarti usaha bersama dan 
terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang 
pengembangan meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya.
3
 
Sementara “Usaha” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 
tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha atau 
bisa disebut dengan kewirausahaan, Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. 
Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Enterpreneurship adalah 
tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. 
Enterpreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu 
peluang terlepas dari sumber daya yang ada.
4
 
“Masyarakat.” Adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi 
secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. 
Manusia, sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai 
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 Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya 
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, 
Jurnal of Rural and Development, Vol.5 No.1 Februari 2014, hlm.1, https//jurnal.uns.ac.id diakses 
pada tanggal 10 April 2019, pukul 20:15 
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 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2014), hlm.39 
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tanggal 10 April 2019, pukul 20:20 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulisan ini 
adalah akan mengkaji tentang upaya-upaya BUMDes (Badan Usaha Milik 
Desa) dalam pengembangan usaha seperti pelatihan dan pemberian fasilitas di 
bidang usaha baik dalam bentuk usaha industri, jasa, yang berada di Desa 
Negeri Agung dalam memberi solusi dan peluang kerja agar ekonomi warga 
Negeri Agung dapat lebih berkembang dengan lebih baik. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul ini adalah : 
1. BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 
pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk 
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan 
dan potensi yang ada di desa. Disamping itu BUMDes merupakan 
sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha ataupun 
lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. 
2. Judul ini sesuai dengan konsentrasi Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam (PMI) yaitu Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam 
Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan 
Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 
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 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 25 
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3. Peneliti tertarik dengan permasalahan ini karena penelitian ini sangat 
menarik untuk diteliti serta adanya ketersediaan bahan literatur yang 
memadai serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh 
penulis. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, pemerintah terus 
berpaya menjalankan program-program untuk menaggulangi kemiskinan yang 
ada. Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang-Undang 
Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) 
“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”, pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tingal, dan mendapat pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap 
orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
bermartbat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan 
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun. Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan 
amanah Undang-undang untuk mengetaskan kemiskinan. Usaha-usaha yang 
5 
 
dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program 
strategis untuk menanggulangi kemiskinan.
6
 
Faktor faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu, pertama 
Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 
kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, 
penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan 
kualitasnya rendah. Kedua Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas 
sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti 
produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah. Ketiga Kemiskinan muncul 
sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses 
manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk 
mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang 
dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian 
manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi 
manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan 
juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena 
jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti 
pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan 
adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai 
uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka 
dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin 
yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih 
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tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah 
seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.
7
 
Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan 
berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khusus nya pembangunan 
pada daerah yang relative memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan 
yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan 
berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah 
dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan 
jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan 
pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk 
miskin di Indonesia. 
Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan 
Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan 
secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara 
Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. 
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia seutuhnya. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas 
karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa 
ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat 
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desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. 
Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata 
ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan 
implementasi kebijaksanaan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di 
tingkat Provinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke Kecamatan dan 
Desa. Sisi lain yang berperan, yakni komponen masyarakat dengan tingkat 




Banyak warga masyarakat desa yang ingin meningkatkan taraf 
kehidupannya dengan membuka suatu usaha seperti berdagang atau berbisnis, 
namun untuk mewujudkan hal tersebut banyak warga masyarakat yang 
mengeluh karena kurangnya modal untuk membuka suatu usaha tersebut, 
sehingga potensi yang ada pada warga masyarakat di desa yang ingin 
berkembang tidak dapat terealisasikan dan pada akhirnya masyarakat yang 
ingin meningkatkan taraf kehidupannya dari garis kemiskinan sulit untuk 
terwujudkan. 
Namun ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu 
besar pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka 
banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan 
wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang 
dilakukan adalah badan usaha milik desa (BUMDes). 
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah salah satu lembaga 
yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan 
terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. 
Badan Usaha Milik Desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh 
pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 
pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini 
juga berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang 
pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari 
pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang 
pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya 
pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang 
berpedoman pada peraturan daerah.
9
 
Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang 
nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka 
mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu 
melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.  
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BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan 
roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola 
sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus 
dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat 
aspek ekonomi kelembagaan-nya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak 
seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, 
menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai 
institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka 
mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi 
dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
10
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat berarti bagi 
kesejahteraan masyarakat desa, karena memberikan manfaat yang begitu besar 
seperti mampu membantu masyarakat dalam mengenal dan memanfaatkan 
potensi yang ada, membuka lapangan pekerjaan, mendirikan suatu usaha dan 
lain sebagainya. Pada dasarnya Badan usaha milik desa bertujuan untuk 
mensejahterakan dan menghidupkan perekonomian desa.  
Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik 
Desa) adalah Desa Negeri Agung. Desa Negeri Agung terletak Kecamatan 
Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Desa Negeri Agung adalah salah satu 
desa tua yang berdiri sejak tahun 1932 pada waktu pemerintahan Belanda 
sampai dengan saat ini setelah melalui proses pemekaran Pekon/Desa satu kali 
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yaitu dimekarkan salah satu pedukuhan yang saat ini menjadi Desa Sinar 
Semendo. 
BUMDes Desa Negeri Agung di dirikan pada tanggal 6 September 
2016 berdasarkan Peraturan Pekon Negeri Agung nomor 3 tahun 2016 tentang 
pendirian badan usaha milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung. Adapun 
maksud dan tujuan pembentukan BUMDes Desa Negeri Agung adalah untuk 
mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Negeri 
Agung, untuk meningkatkan perekonomian Desa Negeri Agung, meningkatkan 
pendapatan asli Desa Negeri Agung, meningkatkan pengolahan potensi desa 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Negeri Agung.
11
 
Salah satu program BUMDes Desa Negeri Agung dalam meningkatkan 
potensi usaha perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan 
penambahan modal usaha kepada bengkel variasi mobil dan motor milik bapak 
Toupan. Penambahan modal yang diberikan oleh BUMDes kemudian dikelola 
untuk menjalankan usaha oleh masyarakat, dan dalam pemasaran produk hasil 
usaha di bantu oleh BUMDes.
12
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 
meneliti lebih dalam lagi pembahasan skripsi tentang Fungsi BUMDes dalam 
pengembangan usaha di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang 
Kabupaten Tanggamus. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal berikut: 
Bagaimana fungsi BUMDes dalam upaya pengembangan usaha di Desa 
Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ? 
 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuannya adalah: 
Untuk mengetahui fungsi BUMDes dalam upaya pengembangan usaha 
di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pengembangan 
kegiatan BUMDes yang berkaitan dengan pengembangan usaha 
masyarakat desa. 
2. Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 
dalam memecahkan suatu masalah baik, bagi para peneliti maupun 
orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian ini. 
3. Dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan BUMDes (Badan 
Usaha Milik Desa) Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang 




G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu 
proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metedologi 
yang menyelidiki suatu fenomena sosial.
13
 Secara terminologis, 
penelitian kualitatif menurut Bogan dan Taylor merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
14
 Salah satu 
cirri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam 
keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, 
bahkan peneliti sendirilah instrumennya.
15
 
Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana ditunjukan oleh 
namanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
suatu masyarakat atau suatu kelompok orang yang tertentu atau 
gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau 
lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode 
survei. Penelitian ini menggambarkan tentang Fungsi BUMDes (Badan 





                                                          
13
 Noor juliansyah dan Ahmadi, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis,Desertasi, dan Karya 
Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.34 
14
 Lexy J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), hlm.4 
15
 Ibid, hlm.241 
16




2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan jumlah secara keseluruhan objek yang akan 
di teliti. Populasi juga merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari 
suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Obyek peneliti 
dapat berupa makhluk hidup, benda, system dan prosedur, 
fenomena dan lain-lain.
17
 Secara ideal, kita meneliti seluruh anggota 
populasi. Apabila kita melakukan penelitian pada seluruh populasi, 
berarti kita melakukan sensus. Akan tetapi, seringkali populasi 
penelitian cukup besar sehingga tidak mungkin untuk diteliti 
seluruhnya dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Dalam 




Populasi dalam peneltian ini berjumlah 29 orang yang teridiri 
dari, 13 pengurus BUMDes, dan 16 orang anggota usaha yang 




Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 
yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Hal ini akan 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). 
Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel 
diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia 
sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.
20
 
Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang 
dibutuhkan, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pengurus BUMDes: 
a. Pengurus BUMDes yang mengerti dan paham program 
pelaksanaan program BUMDes dalam pengembangan usaha 
masyarakat. 
b. Pengurus BUMDes yang aktif dalam pelaksanaan program 
BUMDes khususnya dalam program pengembangan usaha. 
c. Pengurus BUMDes yang dapat memberikan data-data terkait 
dengan program BUMDes dalam pengembangan usaha. 
Dalam kriteria ini sampel yang diambil berjumlah 4 orang 
pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Negeri Agung. 
 
 
                                                          
19
 Ibid, hlm.57 
20
 Ibid, hlm.63 
15 
 
2. Masyarakat Desa: 
a. Masyakat Desa yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan program BUMDes. 
b. Masyarakat Desa Negeri Agung pemilik usaha dan 
karyawan usaha yang terikat dengan program BUMDes. 
c. Masyarakat Desa yang usahanya terikat dengan BUMDes 
sudah dalam jangka waktu cukup lama minimal 6 bulan. 
Dalam kriteria ini sampel yang diambil berjumlah 3 warga 
masyarakat pemilik usaha yang terikat dengan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung. 
Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 7 
orang, yang terdiri dari 4 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), dan 3 warga masyarakat pemilik usaha yang terikat 
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Negeri Agung. 
 
3. Alat Pengumpul Data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Metode Interview (Wawancara) 
Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data 
dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 
pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan 
jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengam alat 
16 
 
perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan 
pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca 




Penulis melakukan wawancara tujuannya adalah untuk 
mendapatkan data secara internal maupun ekternal. Secara 
internal misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi. 
Sedangkan secara eksternal yaitu jumlah penggunaan suatu 
produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan dan lain 
sebagainya. 
 
b. Metode Observasi (Pengamatan) 
Pengumpulan data dengan observasi langsung atau 
dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data 
dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar 
lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong 
sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut 
mempunyai criteria berikut. 
1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah 
direncanakan secara sistematis. 
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang 
telah direncanakan. 
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3. Pengamatan tersebut di catat secara sistematis dan 
dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan 
sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. 




Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi 
(pengamatan) juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 
1. Pengamatan yang tidak berstruktur 
2. Pengamatan berstruktur 
Pada pengamatan yang tidak berstruktur, si peneliti tidak 
mengetahui aspek-aspek apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin 
diamatinya relevan dengan tujuan penelitiannya. Peneliti juga 
tidak mempunyai suatu rencana tentang cara-cara pencatatan 
dari pengamatannya sebelum ia kerja mengumpulkan data.
23
 
Pengamatan berstruktur berbeda dengan pengamatan 
tidak berstruktur. Pada pengamatan berstruktur, si peneliti telah 
mengetahui aspek apa dari aktivitas yang diamatinya yang 
relevan dengan masalah serta tujuan peneliti, dengan 
pengungkapan yang sistematis untuk menguji hipotesisnya.
24
 
Disini penulis menggunakan metode observasi 
(pengamatan) secara berstruktur, karena penulis telah 
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mengetahui aspek apa dari aktivitas yang diamatinya yang 
relevan dengan masalah serta tujuan peneliti. 
Penulis menggunakan metode observasi (pengamatan) 
tujuannya untuk menggali data seperti ruang (tempat), pelaku, 
kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan 
perasaan yang terkait dengan aktivitas fungsi BUMDes dalam 
pengembangan usaha masyarakat di Desa Negeri Agung 
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 
c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang 
diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-
surat resmi.
25
 Data yang didapatkan bersumber dari 
dokumentasi tertulis yang resmi sesuai dengan keperluan 
penelitian agar data yang didapatkan valid, konkrit dan obyektif. 
Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang struktur 
organisasi, dokumen-dokumen program BUMDes dan data-data 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian Penelitian terdahulu mempunyai tujuan yaitu melihat tema-tema 
yang sama dengan judul skripsi yang akan diteliti. Diantara tema yang sama 
yaitu: 
1. Skripsi M. Atsil M.A, NPM 1341020040 Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. 
Skripsi ini membahas bagaimana proses pengembangan ekonomi 
masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk 
Pandan Kabupaten Pesawaran dengan dibukanya beberapa unit 
usaha yang merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat.
26
 Dan 
perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis 
membahas mengenai fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha, 
upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes dalam 
mengembangkan suatu unit usaha di masyarakat. 
2. Skripsi Rufaidah Aslamiah, NPM 13250098 Jurusan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan 
judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk 
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Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui 
Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, 
Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Skripsi ini membahas peran apa saja 
yang dilakukan oleh BUMDes dalam menanggulangi sampah 
melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS), dan juga 
dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa 
Panggungrejo.
27
 Perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan 
adalah penulis membahas tentang fungsi BUMDes dalam 
pengembangan usaha masyarakat melalui upaya-upaya seperti 
member penambahan modal usaha kepada masyarakat Desa Negeri 
Agung. 
3. Skripsi Nofiratullah, NPM 14130051 Jurusan Pendidikan 
Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul 
“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima”. Skripsi ini meneliti implementasi Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonimian 
masyarakat dan mendeskripsikan problem Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) dalam meningkatkan perekonimian masyarakat di Desa 
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Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
28
 Perbedaan dengan skripsi 
yang penulis fokuskan adalah penulis membahas upaya yang 
dilakukan BUMDes dalam pengembangan usaha masyarakat di 
Desa Negeri Agung. 
 Berdasarkan skripsi diatas, maka isi skripsi ini berbeda dengan isi 
skripsi yang penulis teliti, penulis mengambil judul skripsi “Fungsi Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Di 
Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”. 
Skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya BUMDes dalam 
mengembangkan usaha masyarakat seperti penambahan modal usaha, 
membantu pemasaran produk hasil usaha dan pemberian peralatan kebutuhan 
usaha. 
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FUNGSI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA 
 
A. Fungsi BUMDes 
1. Pengertian BUMDes 
BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di singkat 
BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
1
 
BUMDes adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat 
yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti 
koperasi, CV, PT maupun BUMN dan BUMD. Salah satu keunikan yang 
menonjol adalah bahwa BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata, 




2. Tujuan Pendirian BUMDes 
Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh 
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola oleh 
desa dan/atau kerja sama bidang antar-desa. Di dalam pasal 3 Permendes 
PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan: 
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a. Meningkatkan perekonomian desa; 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 
desa; 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pegelolaan potensi ekonomi 
desa; 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 
dengan pihak ketiga; 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 
kebutuhan layanan umum warga; 
f. Membuka lapangan kerja; 
g. Menigkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 




Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 
merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang di 
lakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes 
dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
agar BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius 
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untuk menjadikan pengeloaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara 
efektif, efisien, professional dan mandiri. 
Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan 
cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui 
pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan 
Pemerintahan Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak 
memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa 
yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini 
juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar 
desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar 
pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang 
disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di 
pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. 
Dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 
87 (ayat 3) bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dalam Pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Nomor 4 
Tahun 2015 yang menyatakan “pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi 
ekonomi dan sosial budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat 
menjalankan usaha di bidang: 




b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 
optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; 
c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 
d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 
BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa 
yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi 
pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: 
a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan 
usaha sejenis lainnya; 
b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa; 
c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, 
perternakan, perikanan, dan agrobisnis; 
d. Industri dan kerajinan rakyat.4 
Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes 
atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi 
Standar Pelayanan Minimal (PLM), yang di wujudkan dalam bentuk 
perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga 
(baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut 
berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai bahan hukum yang 
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berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan 
kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Peraturan lebih lanjut 
mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah 
memperhatikan peraturan diatasnya. Melalui mekanisme “selfhelp” dan 
“member-base”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi 
masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model 
usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, 
tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yangsolid. 
Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan 
yang mengikat seluruh anggota (one for all).
5
 
3. Modal BUMDes 
Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes 
terdiri atas: 
a. Penyertaan modal Desa; dan 
b. Penyertaan modal masyarakat Desa 
Penyertaan modal Desa terdiri atas: 
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan 
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB 
Desa; 
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b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB 
Desa; 
c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai 
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB 
Desa. 
d. Asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 
Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat 
dan atau simpanan masyarakat.
6
 
4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes 
a. BUMDes Banking 
Sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis 
keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat 
desa. Tujuan BUMDes banking mengurangi jeratan warga masyarakat 
dari rentenir sekaligus mempermudah akses kredit bagi warga 
masyarakat terutama kaum miskin. Berbeda dengan Bank lainnya badan 
usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena 
memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan 
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kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, 
Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.
7
 
b. BUMDes Serving 
Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan 
bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik 
yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu 
berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya 
motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani 
masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik 
desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.
8
 
Air bersih merupakan sumber kehidupan manusia,pengelolaan air 
bersih secara mandiri oleh desa melalui BUMDes itu sebenarnya 
merupakan sebuah perubahan yang mengandung pelajaran berharga. 
Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, LSM maupun CSR 
perusahaan lama membangun sarana air bersih yang dekat dengan 
masyarakat di banyak tempat. Proyek PAMSIMAS, PNPM Mandiri 
pedesaan maupun proyek rekonstruksi pasca bencana juga membangun 
sarana air bersih di banyak desa. Pasca proyek pihak pelaksana 
menyerahkan kepada masyarakat setempat agar di rawat dan dikelola 
secara berkelanjutan. Namun di berbagai tempat tidak sedikit sara air 
bersih yang dihibahkan kemasyarakat itu terbengkalai dan tidak 
berfungsi. Mengapa ? sebagian karena menggunakan perangkat yang 
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mahal sehingga tidak mampu dikelola secara mandiri dan berkelanjutan 
oleh masyarakat setempat. Tetapi penyebab paling besar adalah 
ketiadaan otoritas dan tatakelola pada kelompok masyarakat yang 
mengelola air bersih. Karena itu pengeloaan air bersih oleh BUMDes 
merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan pengelolaan dari 
masyarakat yang anonym kepada desa. Kehadiran BUMDes itu 
melahirkan otoritas dan tatakelola air bersih yang digerakan oleh desa.
9
 
c. BUMDes Brokering 
  Yang dimaksud dengan brokering adalah perantara, jadi tugas 
BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang 
menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki 
tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah 
menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar 
petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis 
usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan 
kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa 
pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan 
bermotor dan masih banyak lainnya.
10
 
Dengan adanya BUMDes brokering ini atau sebagai perantara, 
petani menjadi lebih mudah dalam menjual hasil bumi nya karena 
BUMDes brokering membantu dalam penjualan hasil pertaniannya, 
sehingga petani tidak khawatir dalam mencari konsumen yang ingin 
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membeli hasil pertaniannya. Dan bagi masyarakat luas, BUMDes 
brokering yang lainnya seperti jasa pembayaran listrik, PAM dan telpon 
sangat memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran listrik, PAM, 
telpon dan lainnya, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi dan 
mengantri untuk membayarnya de kantor setempat, karena di desa 
sudah menyiapkan layanan untuk pembanyaran tersebut sehingga 
mempermudah dan menghemat waktu untuk melanjutkan pekerjaan 
sehari-hari seperti bertani dan lainnya. 
d. BUMDes Renting 
Renting merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada 
bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang 
membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan  hidupnya. 
Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyta ausaha ini 
sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : penyewaan traktor, 




Dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk 
proteksi desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan 
traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh 
swasta. Dalam kondisi ini desa hadir menyewakan traktor kepada petani 








  Herry Kamaroesid, op.cit, hlm.5 
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e. BUMDes Trading 
Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang 
memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang 
tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil 




5. Prinsip Pengelolaan BUMDes 
Prinsip-prinsip pengolaan BUMDes penting untuk dielaborasikan atau 
di uraikan agar di pahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh 
pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 
masyarakat. Dalam Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 
Desa (2007: 13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes 
yaitu: 
a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan 
dan kelangsungan hidup usahanya. 
b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan 
dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha. 
c. Emansipastif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 
agama. 
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d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 
masyarakat dengan mudah dan terbuka. 
e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara teknis maupun administratif. 
f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
14
 
Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka 
proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan 
lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana 
anggaran desa yang semakin besar. Sehingga kemungkinan 
ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini 
berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang 
selanjutnya dapat di gunakan untuk kegiatan pembangunan desa. 
Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa 
adalah memperkuat kerja sama (cooperative), membangun 
kebersamaan/menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. 
Sehingga itu menjadi daya dorong (stream engine) dalam upaya 
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6. Fungsi BUMDes Dalam Pengembangan Usaha 
Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di 
bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap 
masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.
16
 
Dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 
87 (ayat 3) bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dalam Pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Nomor 4 
Tahun 2015 yang menyatakan “pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi 
ekonomi dan sosial budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat 
menjalankan usaha di bidang: 
a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan 
pokok; 
b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 
optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; 
c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 
d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 
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BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa 
yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi 
pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: 
a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan 
usaha sejenis lainnya; 
b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa; 
c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, 
perternakan, perikanan, dan agrobisnis; 
d. Industri dan kerajinan rakyat.17 
Tujuan dari gagasan menjalankan usaha/proyek adalah untuk 
memperoleh keuntungan atau kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan ini 
diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang 
diperlukan. Untuk itu perlu disusun suatu program kerja untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan. 
Aspek manajemen dalam membangun usaha hendaklah didasarkan pada 
pendekatan fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian. Tujuan kajian pada aspek manajemen 
adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha 
dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. 
Perencanaan dalam anggaran unit usaha BUMDes juga harus dilakukan 
dengan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian, anggaran 
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produksi, anggaran penjualan, dan anggaran lainnya di sesuaikan keperluan 
usaha yang akan dijalankan. Dalam merencanakan anggaran harus detail, 
misalnya anggaran pembelian bahan, bahan apa dan berapa jumlahnya yang 




Pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai 
fungsi pokok. Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah: 
a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. 
Ini dapat dilakukan dengan pengawasan secara rutin disertai adanya 
ketegasan-ketegasan dalam pemberian sangsi terhadap 
penyimpangan yang terjadi. 
b. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika 
penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian 
dapat menghasilkan perbaikan. 
c. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan 
diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan, sehingga setiap unit organisasi selalu dalam 
keadaan bekerja secara efektif dan efisien. 
d. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya 
pengendalian/pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut 
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B. Pengembangan Usaha Pada Masyarakat Desa 
1. Pengertian Pengembangan Usaha 
Pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan 
terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang 




Pengembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti 
menjadi tambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan –an 
sehingga menjadi pengembangancyang artinya proses, cara atau perbuatan 
mengembangkan. Jadi pengembangan di sini adalah usaha sadar yang 




“Usaha” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 
memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha atau 
bisa disebut dengan kewirausahaan, Istilah kewirausahaan menurut Peggy 
A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Enterpreneurship adalah 
tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. 
Enterpreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan 
suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada.
22
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Dalam dunia atau pun aktivitas ekonomi, usaha sering kali diartikan 
sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang 
dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang 
melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya disebut dengan istilah 
pebisnis atau pun pengusaha.
23
 
Pengembangan Usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis 
tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan 
pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan 




2. Jenis-jenis Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan 
Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat 
dan bakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah antara lain sebagai 
berikut. 
a. Sektor Kecantikan 
Usaha di sektor kecantikan contohnya membuka usaha salon atau 
kecantikan lainnya, sebaiknya calon pengusaha terlebih dahulu 
memahami seluk-beluk kecantikan, misalnya dengan cara mengikuti 
kursus kecantikan. Dengan demikian, pengusaha tersebut lebih 
mudah mengelola usahanya dan tidak tergantung kepada anak buah 
jika terjadi suatu masalah. 
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b. Sektor Keterampilan/Perbengkelan 
Contoh usaha sektor keterampilan anatara lain sektor jasa perbaikan 
(service), seperti service elektronik (televisi, radio, kulkas, AC), 
Motor (sepeda motor atau mobil), atau service mesin-mesin. 
c. Industri Rumah Tangga 
Sektor industri sangatlah luas dan beragam. Sektor ini akan 
menghasilkan suatu produk olahan. Untuk usaha kecil dan 
menengah misalnya membuka pabrik makanan seperti, tempe, tahu, 
kerupuk, roti, atau usaha industri batu bata, genteng dan konveksi. 
d. Sektor Agribisnis 
Usaha di sektor agribisnis dapat dilakukan dengan membuka 
pertanian jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk 
jangka pendek misalnya usaha penanaman sayur-mayur, jangka 
menengah misalnya pisang, cokelat, dan untuk jangka panjang 
misalnya penanaman kopi dan lada. 
e. Sektor Perdagangan 
Usaha di sektor perdagangan dapat dilakukan dengan membuka 
toko atau kios; membuka usaha seperti bakso, mie ayam, es teller, 






f. Sektor Seni/Kerajinan 
Bagi mereka yang memiliki bakat seni, usaha yang dapat dilakukan 





3. Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa 
a. Lokasi yang Strategis 
Lokasi merupakan letak atau tempat dimana suatu usaha tersebut 
dijalankan. Menurut Kotler (2008:51) “Salah satu kunci menuju 
sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas”. 
Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan 
ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, dan sebagainya. 
b. Memaksimalkan Jumlah Pelanggan Tetap 
Dengan memanfaatkan kekuatan internal berupa faktor kemampuan 
memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mampu 
menjaga kontinuitas untuk memenuhi permintaan yang ada, sudah 
mempunyai pelanggan tetap tapi masih sedikit jumlahnya, dan 
terjalinnya hubungan yang baik dengan semua pelanggan bisa 
menjadi modal untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu 
hubungan baik dengan pembeli/pelanggan, dengan memanfaatkan 
kepercayaan yanga ada bisa ditingkatkan menjadi pelanggan tetap 
usaha. 
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c. Melakukan Inovasi dan Variasi Produk 
Banyaknya kompetitor yang bermunculan men-dorong perlunya 
sebuah inovasi dan variasi produk. Hal ini diperlukan guna 
memaksimalkan penjualan dan menarik perhatian pelanggan. 
d. Pemanfaatan Teknologi Dalam Melakukan Promosi Yang Intensif 
Dengan melakukan promosi lebih agresif, bisa mengatasi 
kelemahan tempat yang kurang strategis karena lokasinya jauh dari 
jalan utama, juga kelemahan belum dilakukannya promosi secara 
agresif. Sehingga dengan dilakukannya promosi akan lebih 
memaksimalkan dan memanfaatkan potensi lokasi yang startegis.  
e. Penerapan Sistem Manajemen Usaha Terutama dalam Srgi 
Pencatatan Keuangan dan Administrasi 
Manajemen usaha merupakan unsur penting dalam menjalankan dan 
menjaga keberlangsungan usaha. terutama menyangkut sistem 
pencatatan keuangan ataupun administrasi yang ada menjadi 
kelemahan utama yang harus segera diatasi. Pagaya (2013) 
menyatakan bahwa dengan melakukan pencatatan yang baik akan 
diketahui secara tertulis apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
UKM sudah efisien, dan juga bisa diketahui pos-pos biaya apa saja 





f. Peningkatan Kualitas SDM guna Memaksimalkan Kapasitas 
Produksi 
Terjaganya hubungan baik dan loyalitas dengan semua karyawan, 
serta motivasi yang tinggi perlu dimaksimalkan lagi dengan 
melakukan upaya peningkatan keterampilan karyawan melalui 
pendidikan dan pelatihan. Wahyuningtias (2011) mengemukakan 
bahwa dengan adanya peningkatan kualitas karyawan ini 





4. Masalah dan Tantangan Pengembangan Usaha 
a. Ketidak Mampuan Manajemen 
Dalam kebanyakan unit usaha, kurangnya pengalaman manajemen 
atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan 
masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang 
mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan 
untuk membuat bisnisnya berjalan. 
b. Kurang Pengalaman 
Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis 
yang memadai (pengalaman kerja megenai pengoprasian fisik bisnis 
dan kemampuan konsep yang mencukupi); kemampuan 
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memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai 
kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis. 
c. Lemahnya kendali Keuangan 
Dalam hal ini ada dua kelemahan mendasar yang perlu digaris 
bawahi, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan 
kredit terhadap pelanggan. Wirausahawan cenderung sangat optimis 
dan sering salah dalam menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk 
kedalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan 
modal yang terlalu sedikit dan tampaknya permodalan yang 
memadai tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka 
memerlukan semakin banyak uang untuk mendanai 
pertumbuhannya. 
d. Gagal Mengembangkan Perencanaan Strategis 
Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses 
perencanaan strategis, karena mereka mengira hal tersebut hanya 
bermanfaat untuk usaha besar saja. Namun, kegagalan perencanaan 
biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup dan ini 
berlaku untuk keduanya usaha besar maupun usaha kecil. Sebab, 
tanpa suatu strategi yang didevinisikan dengan jelas, sebuah bisnis 
tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan 





e. Pertumbuhan Tak Terkendali 
Pertumbuhan merupakan suatu yang alamiah, sehat, dan 
didambakan oleh semua perusahaan, tetapi pertumbuhan haruslah 
terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter Drucker 
menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan 
mengalami pertumbuhan terlalu pesat meningkat 40 sampai 50 
persen. Idealnya, perkembangan harus didanai dari laba ditahan atau 
dari tambahan modal pemiliknya, tetapi sebagian besar bisnis 
mengambil pinjaman paling tidak untuk sebagian investasi 
modalnya. 
f. Lokasi yang Buruk 
Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat utuk sebagian 
merupakan suatu seni dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering, 
lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan 
yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena 
ada tempat kosong. Akibat ketidaktepatan lokasi ini, penjualan tidak 
berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal. 
g. Pengendalian Persediaan yang Tidak Baik 
Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis 
kecil adalah persediaan, namun pengendalian persediaan adalah 
salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. 
Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan 
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kekurangan dan kehabisan stok, yang akhirnya mengakibatkan 
pelanggan kecewa dan pergi. 
h. Ketidakmampuan Membuat Transisi Kewirausahaan 
Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan bukanlah jaminan 
keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya 
memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis 
berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang 
wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan 
manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk 
mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian 





5. Strategi yang Bisa Ditempuh 
a. Aspek Sumber Daya Manusia 
Rencana usaha yang akan dijalankan melaui pengembangan 
BUMDes secara rutin memerlukan kelayakan aspek Sumber Daya 
Manusia (SDM). Keberadaan SDM hendaknya di analisis untuk 
menjawab apakah memiliki SDM yang diperlukan untuk 
menjalankan unit usaha BUMDes secara layak. 
Kajiannya dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan 
memimpin BUMDes atau unit usaha BUMDes dan siapa yang akan 
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tergabung di dalam timnya. Menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang 
akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan. Kesuksesan 
dalam menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM 
yang solid antara manajer pelaksana bersama timnya. Dalam 
membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan hanya 
pada keahlian teknis para manajer dan anggota tim semata, tetapi 
juga kemauan mereka untuk bekerja dengan baik.
28
 
b. Persiapan Aspek Manajemen Dan Aspek SDM 
Dalam rangka persiapan aspek manajemen dan aspek sumber 
daya manusia ini, ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan 
menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (2007: 15) aktivitas tersebut adalah: 
1. Mendisain Struktur Organisasi 
BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan 
adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang 
pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi 
tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan 
pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes. 
2. Menysusn Job Deskripsi (gambaran pekerjaan) 
Menyusun job deskripsi sangat diperlukan agar dapat 
memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan 
demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang 
jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap 
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jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh 
orang-orang yang kompeten di bidangnya. 
3. Menetapkan Sistem Koordinasi 
Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan 
yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang umum. Melalui 
penetapan system koordinasi yang baik memungkinkan 
terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa 
berjalan efektif. 
4. Menyusun Bentuk Aturan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga 
Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi 
jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu 
aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan 
bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur secara bersama 
dengan Dewan Komisaris/Pengawas. 
5. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes 
Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang 
berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka 
diperlukan untuk menyususn AD/ART BUMDes yang dijadikan 
rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
BUMDes. 
6. Menyusun Desain Sistem Informasi 
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat 
terbuka. Untuk itu, diperlukan penyususnan desain system 
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pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang 
memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. 
Sehingga keberadaanya sebagai lembaga ekonomi desa 
memperoleh dukungan dari banyak pihak. 
7. Menyusun Rencana Usaha 
Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 
1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes 
memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan di 
hasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan 
kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat 
bersama dengan Dewan Komisaris/Pengawas BUMDes. 
8. Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan 
Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat 
dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan 
aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakikat dari sistem 
administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian 
informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang 
dapat dipertanggung jawabkan. Dan secara mudah dapat 
ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak 
berkepentingan. 
9. Melakukan Proses Rekruitmen 
Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola 
BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun 
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pemilihannya harus didasarkan pada criteria tertentu. Kriteria itu 
dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu 
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan 
bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh 
Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug 
desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. 
Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar 
dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai 
dengan kriteria yang dibuat. 
10. Menetapkan Sistem Penggajian dan Pengupahan 
Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-
tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang 
dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes 
dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian 
upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah 
yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak 
sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara 
penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai 
target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya 
jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes 
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